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MOTTO : 

 

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai 

dengan kesanggupannya.” 

      

                      ( QS. Al – Baqarah : 286 ) 
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ABSTRAK 

TANGGUNG JAWAB PIDANA DAN KEWENANGAN DISHUB 

TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT KENDARAAN 

TIDAK LAYAK JALAN 

 

 

TRI DINDA APRILIA 

 

TanggungJawab pidana atas pelanggaran pemberian izin KIR oleh petugas 

Dinas Perhubungan (DISHUB) diberikan sanksi administratif dan dicabutnya 

sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan. Kewenangan 

Dinas Perhubungan terhadap kendaraan tidak layak jalan juga melakukan 

penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum. 

Tujuan penelitian ini untuk menganalisi dan menjelaskan penerapan 

Tanggungjawab dan kewenangan Dinas Perhubungan (DISHUB) terhadap 

kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan tidak layak jalan. Adapun jenis penelitian 

dalam penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum empiris yang bersifat 

deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan hasil penelitian, yakni 

bahan hukum yang didapat dari keterangan atau kejelasan yang diperoleh 

langsung dari Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Palembang. 

Berdasarkan penelitian ini, Tanggung jawab Pidana Dinas Perhubungan 

(DISHUB) terhadap kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan tidak layak jalan 

adalah mendapatkannya sanksi dan dapat dijatuhi hukuman berupa dicabutnya 

sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan. Kewenangan 

Dinas Perhubungan (DISHUB) terhadap kendaraan tidak layak jalan yaitu 

memberikan izin uji berkala atau KIR. Dinas Perhubungan juga mempunyai 

wewenang terhadap kendaraan tidak layak jalan dengan melakukan penyidikan 

terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelayakan 

jalan Kendaraan yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. 

 

 

Kata kunci : Tanggungjawab pidana, kewenangan, Dishub, kecelakaan lalu 

lintas, kendaraaan tidak layak jalan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

 Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari suatu

 tempat ketempat yang lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan

 yang digerakan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk

 memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. 

Masyarakat di Indonesia khususnya di Kota Palembang, sebagian 

besar menggunakan alat transportasi darat yang merupakan sarana yang 

sangat dibutuhkan dalam melaksanakan berbagai hal kegiatannya seperti 

pengangkutan. Transportasi pun terbagi atas 2 hal yang pertama 

ransportasi umum dan transportasi pribadi. 

Transportasi umum yaitu layanan angkutan penumpang oleh sistem 

perjalanan kelompok yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat 

umum, biasanya dikelola sesuai jadwal, dioperasikan pada rute yang 

ditetapkan, dan dikenakan biaya untuk setiap perjalanan 

Transportasi pribadi bisa disebut juga angkutan pribadi yang 

menggunakan kendaraan pribadi, seperti mobil pribadi, sepeda motor, 

sepeda. Angkutan pribadi merupakan lawan kata angkutan umum. 

Peranan transportasi sangat penting untuk saling menghubungkan 

daerah sumber bahan baku, daerah produksi, daerah pemasaran dan daerah 

pemukiman sebagai tempat tinggal konsumen. 

1 
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 Seiring dengan berkembangnya era globalisasi yang semakin 

maju,semakin berkembang pula tingkat mobilitas masyarakat dalam 

kegiatan dan akitivitas sosialnya. Karenanya diperlukan adanya fasilitas 

transportasi yang dapat menopang kegiatan dan mobilitas masyarakat yang 

semakin berkembang tersebut. Efek yang ditimbulkan adalah kemacetan, 

ketergantungan terhadap kendaraan pribadi dan emisi kendaraan yang 

tinggi. 

 Kendaraan pribadi yang ditawarkan oleh swasta menjadi jawaban

 akan kebutuhan masyarakat mengenai transportasi meskipun disisi lain 

 terdapat swasta yang menyediakan jasa angkutan umum dengan kualitas

 yang baik. Transportasi di Kota Palembang belum dikatakan baik. 

 Kemacetan yang terjadi disebabkan jumlah kendaraan pribadi yang 

 tumbuh lebih cepat dari pada jumlah jalan yang ada. Keberadaan mobil

 pribadi sebagai angkutan umum sangat meresahkan banyak pihak dimana

 hal tersebut banyak merugikan kendaraan-kendaraan umum yang 

 beroperasi. 

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pun banyak terdapat

 pada mobil penumpang pribadi yang dijadikan sebagai mobil angkutan

 umum, baik dari cara menaikkan penumpang, dan menurunkan 

penumpang. Keberadaan mobil penumpang umum jelas sudah menyalahi 

aturan perundang-undangan yang ada mulai dari fungsi mobil yang 

seharusnya untuk difungsikan pribadi difungsikan untuk umum, dan yang 
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seharusnya kendaraan tidak akan layaknya untuk dijalankan atau 

digunakan menjadi transportasi umum.  

 Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin

 meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobiltas orang serta

 barang keseluruh pelosok tanah air, bahkan keluar negeri. Disamping itu

 transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak

 bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi, namun belum berkembang, 

 dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-

 hasilnya
1
.  

Dibalik manfaat lalu lintas tersebut, terdapat juga berbagai

 permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan jalan raya. Banyaknya

 pengguna jalan raya setiap hari, tidak mungkin luput dari permasalahan

 lalu lintas. Salah satu permasalahan dalam lalu lintas yaitu apa yang 

 disebut kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan bisa terjadi karena kelalaian 

pengemudi sendiri. Misalnya, seorang pengemudi mobil waktu mau 

mendahului mobil di depannya, tidak memperhatikan arus lalu lintas dari 

arah berlawanan sehingga menabrak pengendara motor. Ini hanya 

merupakan sebagian permasalahan kecil yang terkait dengan kecelakaan di 

jalan raya. 

 Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala

 nasional yang berkembang seirama dengan perkembangan masyarakat. 

                                                           

1
C.S.T. Kansi, dkk, 1995, Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya, Jakarta:P.T. 

Rineka cipta, hlm. 4 
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Persoalan yang dihadapi dewasa ini adalah masih tingginya angka 

kecelakaan lalu lintas di jalanraya. Sementaraitu di Indonesia, setiap tahun 

sekitar 9000 nyawa melayang sia-sia akibat kecelakaan lalu lintas di jalan 

raya. Data tersebut menunjukkan bahwa dua puluh lima orang tewas setiap 

hari atau ada satu orang meninggal dunia di jalan raya setiap lima puluh 

tujuh menit. 

 Pesatnya lalu lintas saat ini dapat dilihat dari banyak kendaraan 

(mobil,motor,dan lain-lain) dijalan yang lalu lalang. Kecelakaan lalu lintas 

merupakan suatu peristiwa di jalan raya yang tidak diduga dan tidak 

disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang 

mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.   

  Dalam Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kecelakaan Lalu Lintas adalah 

suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan 

Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan 

korban manusia dan/atau kerugian harta benda. 

 Didalam penyelenggaraan pemerintah ada salah satu yang 

mengatur tentang layak tidak layaknya kendaraan, yaitu DISHUB Dinas 

Perhubungan adalah suatu lembaga yang terdiri secara mandiri dalam 

melaksanakan peran pelaksanaan kebijakan berdasarkan pemerintahan 

otonomi daerah.
2
Dengan adanya otonomi daerah memberikan desentralisasi 

                                                           

2
M.N. Nasution, 2008, Manajemen Transportasi, Bogor: Ghalia Indonesia, 

Bogor,  hlm.95. 
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pada Dinas Perhubungan untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya 

berikut semua aparatur dan keuangannya kecuali hal-hal yang bersifat 

nasional yang akan diatur dalam Undang-Undang.
3
 

Sehingga peneliti ingin mengetahui lebih jauh lagi bagaimana 

“TANGGUNG JAWAB PIDANA DAN KEWENANGAN DISHUB 

TENTANG KECELAKAAN YANG TERJADI AKIBAT KENDARAAN 

TIDAK LAYAK JALAN”  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan dua 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana tanggungjawab pidana Dinas Perhubungan (DISHUB) 

terhadap kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan tidak layak jalan? 

2. Bagaimana kewenangan Dinas Perhubungan (DISHUB) terhadap 

kendaraan tidak layak jalan? 

 

C.     Ruang lingkup dan TujuanPenelitian 

1. Ruang Lingkup 

Adapun yang menjadi ruang lingkup penulisan skripsi ini adalah 

bidang hukum pidana khususnya penerapan tanggungjawab pidana dan 

kewenangan Dinas Perhubungan (DISHUB) yang mengakibatkan 

                                                           

3
C.S.T. Kansil, 1984, Hukum Tata Pemerintahan Indonesia, Jakarta: Ghalia 

Indonesia. hlm. 280 
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kecelakaan lalu lintas karena kendaraan tidak layak pakai. Pembahasan 

ruang lingkup ini merupakan pedoman bagi penulis agar nantinya 

pembahasan tidak terlalu meluas dari makna yang terkandung didalam 

rumusan masalah dan juga diharapkan dapat memberikan pola pikir yang 

utuh, terpadu, dan sistematis dalam melakukan analisis terhadap 

permasalahan yang ada. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan 

menyinggung hal yang lain yang berhubungan dengan permasalahan yang 

ada pada judul skripsi ini. 

2. Tujuan Penelitian 

  Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan : 

  1. Tanggungjawab pidana Dinas Perhubungan (DISHUB) terhadap   

     kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan tidak layak jalan. 

  2. Kewenangan Dinas Perhubungan (DISHUB) terhadap kendaraan 

       tidak layak jalan. 

 

D.   Kerangka konseptual 

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan 

hubungan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti-arti yang 

berkaitan dengan istilah yang teliti atau diketahui. 

Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Tanggung jawab pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah 

seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu 
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tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban 

pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut 

dibebaskan atau dipidana. 

b. Dinas Perhubungan (DISHUB) merupakan unsure pelaksana 

Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh Kepala 

Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

c. Kewenangan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan 

membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab 

kepada orang/badan lain. 

d. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak 

diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa 

pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau 

kerugian harta benda. (Pasal 1 angka 24 UU Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) 

e. Kendaraan adalah mesin transportasi untuk mengangkut orang atau 

kargo. Kendaraan meliputi gerbong, sepeda, kendaraan bermotor, 

kendaraan rel, perahu, kendaraan amfibi, pesawat dan pesawat ruang 

angkasa 

f. Tidak Layak Jalan arti tidak layak jalan itu berarti tidak memenuhi 

standar layak pakai yang mencakup kualitas dan izin jalan 
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E.     Metode Penelitian 

Menurut Soejono Soekanto, metode adalah suatu tipe pemikiran yang 

dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu Teknik umum bagi ilmu 

pengetahuan, cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Sedangkan 

penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk 

memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.
4
 Adapun 

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sifat/Materi Penelitian 

 Penelitian ini adalah penelitian empiris yang bersifat deskriptif, 

karena bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas tentang 

tanggungjawab Dinas Perhubungan (DISHUB) dalam Undang-Undang Lalu 

Lintas Dan Angkutan Jalan dengan praktiknya di masyarakat serta 

menemukan kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam 

melaksanakan tanggungjawabnya terhadap beroperasinya kendaraan tidak 

layak jalan. 

 2. Sumber Data 

   Sumber data yang dipergunakan dalam Penelitian ini :  

a) Data primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian 

pada objek penelitian, yakni bahan hukum yang didapat dari 

keterangan atau kejelasan yang diperoleh langsung dari Dinas 

Perhubungan (DISHUB) Kota Palembang. 

                                                           

4
Soejono Soekanto, 1984,  Pengantar Penelitian hukum, Jakarta: Ul-Press, hlm. 10 
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b) Data Sekunder adalah sumber bahan hukum yang diperoleh melalui 

media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, 

bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun 

yang tidak dipublikasikan secara umum. 

c) Data Tresier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tresier seperti 

bahan dari interner, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain 

sebagainya. 

3. Alat pengumpulan data  

 Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

 data primer digunakan teknik wawancara dengan Petugas Dinas 

 Perhubungan (DISHUB)  dalam tindakan dijalan utama, di terminal. 

 Sedangkan studi kepustakaan untuk  memperoleh data skunder. 

4. Analisis data 

  Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

 menggunakan analisis data kualitatif yaitu dengan melakukan pembahasan

 yang dipadukan antara penelitian kepustakaan dengan hasil wawancara

 yang kemudian diolah dan disusun untuk mendukung penelitian mencapai

 tujuan yang diinginkan. Metode kualitatif digunakan karena diharapkan

 penelitian ini dapat menjelasakan secara kualitatif tentang

 tanggungjawab Pidana dan kewenangan Dinas Perhubungan (DISHUB) 

 mengenai kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan tidak layak jalan. 
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 Sedangkan pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif

 dimana kesimpulan didasarkan pada data yang bersifat khusus untuk

 membuat kesimpulan yang bersifat umum. 
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Lintas dan Angkutan Jalan. 

 

 

Pasal 276 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan.  
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Pasal 281 Undang-Undang Tentang LLAJ. 

 

Penjelasaan pasal 288 (ayat 1 dan 2) Undang-undang Nomer 22 Tahun 

2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

 

Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang penindakan 

Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

 

C. Sumber lainnya 

Sociodev. 2013. kepatuhan dalam berlalu lintas jurnal S-1 ilmu sosiatri  

vol.2 no. 1  bulan april. Universitas Tanjungpura Pontianak. 

Wawancara dengan Ade, Pegawai Negeri Sipil DISHUB, Senin, 1 

Februari 2021.  

 

 

 

 

 

 

 


